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2045 dan Net Zero Emission 2060. Adapun tantangan yang masih dihadapi diantaranya adalah
fragmentasi kelembagaan, keterbatasan investasi swasta, serta perlunya penyesuaian tarif,
subsidi, dan kompensasi. Sehingga, pembentukan regulator independen menjadi salah satu
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Pada tahun 2024, Indonesia tengah dalam proses aksesi ke Organisation for Economic Co-
operationand Development (OECD), sebuah organisasiinternasional yang menekankan pentingnya
prinsip tata kelola yang terbuka, transparan, kompetitif, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini,
sektorketenagalistrikan menjadisalah satu area krusial yang perlu diperkuat, mengingat perannya
yang strategis dalam mendukung pembangunan ekonominasional dan memastikan ketahanan
energijangka panjang serta meningkatkan daya saing di tingkat global.

Sektor ketenagalistrikan Indonesia
merupakan tulang punggung kegiatan
industri, komersial, dan rumah tangga, serta
menjadi faktor penting dalam memperkuat
daya saing ekonomi di tingkat nasional dan
internasional. Namun demikian, sektor ini
masih menghadapi berbagai tantangan tata
kelola. Pertama, struktur kelembagaan yang
terfragmentasi kerap menimbulkan tumpang
tindih kewenangan dan kebijakanyangbelum
sepenuhnya selaras.

Kedua, belum adanya regulator independen
membuat fungsi pengaturan dan operasional
beradadalam satu entitas, sehingga berpotensi
menimbulkan bias dalam penetapan tarif
dan proses pengadaan. Ketiga, skema tarif
dan subsidi masih memerlukan peningkatan
transparansi dan efisiensi. Keempat,
keterlibatan swasta, khususnya dalam
pengembangan energi terbarukan, masih
terbatas akibat ketidakpastian regulasi
dan risiko kontraktual. Kelima, mekanisme
pengawasan dan akuntabilitas perlu
diperkuatuntuk menjamintransparansidalam
pengelolaan subsidi, pengadaan, daninvestasi.
Sebagaibagiandariupaya memenuhistandar
tata kelola OECD, pembentukan Badan
Pengatur Ketenagalistrikan (BPKTL) menjadi
langkah strategis untuk memperkuat fungsi
regulasi yang independen dan akuntabel.

Inisiatif ini juga sejalan dengan prinsip OECD
yang menekankan pemisahan fungsiregulator,
operator,danpengawasanuntuk menciptakan
efisiensi pasar dan kepastian investasi.
Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) bersama
Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah
Mada berkolaborasimendukung pemerintah,
khususnya Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian selaku Ketua Tim Nasional
Aksesi OECD Indonesia, dalam merumuskan
rekomendasi penguatan tata kelola sektor
ketenagalistrikan nasional.

Hasil studi menunjukkan bahwa pembentukan
BPKTL memiliki kelayakan tinggi baik dari
sisi ekonomi maupun kelembagaan. Analisis
biaya-manfaat (Cost-Benefit Analysis)
memperlihatkan bahwa potensi manfaat
ekonomi secara keseluruhan jauh melampaui
biayapembentukanlembaga tersebut. Dalam
horizon 10 tahun, nilai ekonomi bersih (Net
Present Value) diestimasi mencapai Rpl145,1
triliun, dengantotal biaya sekitarRp2,35 triliun.
Rasio manfaat terhadap biaya (Benefit-Cost
Ratio) sebesar 61,74 menunjukkan efisiensi
dan nilai tambah yang signifikan, bahkan
pada skenario biaya tertinggi. Temuan ini
mengindikasikanbahwainvestasikelembagaan
melalui pembentukan BPKTL berpotensi
memberikan kontribusi ekonomi dan sosial
yang besarbagilndonesia.

www.purnomoyusgiantorocenter.org 7
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Selain dampak ekonomi, BPKTL juga
diproyeksikan memberikan manfaat strategis
bagisektorketenagalistrikan. Darisisi efisiensi
pasar dan penyediaan listrik, keberadaan
regulator independen diharapkan dapat
mendorong penurunan Biaya Pokok Penyediaan
(BPP), memperkuat kinerja pembangkit melalui
peningkatan heat-rate, serta meningkatkan
efisiensioperasi, pemeliharaan, dan equivalent
availability factor (EAF). Dari perspektif
investasi, BPKTL akan menciptakan kepastian
hukum dan tata kelola yang lebih transparan,
sehinggadapat menurunkan Weighted Average
Cost of Capital (WACC) serta memperkuat
multiplier effect dan nilai tambah domestik.

Bagi konsumen, manfaat diharapkan berupa
penetapan tarif yang lebih proporsional,
penurunan risiko pemadaman (Expected
Energy Not Supplied/EENS), serta
percepatan proses penyambungan listrik.
Dari sisi keandalan sistem, keberadaan
BPKTL berpotensi menurunkan indikator
gangguanlistrik seperti SAIDI dan SAIFI. Dalam
konteks transisi energi, lembaga ini juga akan
memperkuatintegrasienergibaruterbarukan
(EBT) melalui mekanisme pasar yang lebih
terbuka, mendorong efisiensi penggunaan
bahan bakar fosil, serta mendukung target
penurunan emisikarbon nasional.

Secara keseluruhan, pembentukan BPKTL
diharapkan memperkuatintegritas tatakelola
sektorketenagalistrikan, meningkatkan efisiensi

dan daya saing pasar, memperbesar peluang
investasi, sertamempercepat transisimenuju
sistem energiyang bersih dan berkelanjutan.
Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia
Emas 2045 dan komitmen menuju Net Zero
Emission (NZE) 2060, sekaligus memenuhi
prinsip-prinsip tata kelola OECD.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, studi
ini merekomendasikan agar Pemerintah
menyusun peta jalan transisi kelembagaan
menuju pembentukan BPKTL. Petajalaniniperlu
mencakup Landasan hukum yang kuat, untuk
menjamin kejelasan mandat dan legitimasi
regulator, Desainkelembagaanyang akuntabel
dantransparan, gunamenjagakredibilitas serta
kepercayaan publik, Dukungan politik lintas
sektor, agar proses transisi berjalan efektif;
dan Strategi komunikasi publik yang inklusif,
untuk memastikan penerimaan dan dukungan
seluruh pemangku kepentingan.

Dengan strategi kebijakan yang terarah dan
komitmen politik yang kuat, pembentukan
BPKTL diharapkan dapat menjadi tonggak
penting dalam memperkokoh fondasi energi
nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan, sertamemantapkan posisi
Indonesia dalam kerja sama internasional,
termasuk dalam kerangka keanggotaan OECD.
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Pendahuluan 1

Salah satuvisibesarIndonesia Emas 2045 adalah memperkuat peran Indonesia dikancah global,
antaralain melalui upaya menjadi anggota penuh Organisation for Economic Cooperation and
Development (OECD). Setelah menerima Accession Roadmap pada tahun 2024, Indonesia resmi
menjadi salah satu dari tujuh negara kandidat aksesi. Proses aksesi ini menuntut keselarasan
kebijakan nasional dengan nilai-nilai utama OECD, seperti keterbukaan pasar, transparansi,
dankeberlanjutan ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat terimplementasi secara
konsisten di seluruh sektor, termasuk sektor ketenagalistrikan.

Saat ini, pengelolaan ketenagalistrikan nasional berada di bawah koordinasi beberapa
Kementerian, antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian
Badan UsahaMilik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan, dan Danantara, dengan PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero) atau PLN sebagai operator utama. Struktur kelembagaan yang masih
tersebariniberpotensimenciptakantantangankoordinasidan perbedaankebijakan antarinstansi.
Selainitu, sektor ketenagalistrikan juga menghadapi sejumlah tantangan dalam keterbukaan
proses pengadaan/ndependent Power Producer (IPP), mekanisme penetapan tarif listrik, serta
pengembanganinstrumen pembiayaan hijau domestik.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Purnomo
Yusgiantoro Center (PYC) bersama Pusat
Studi Energi UGM (PSE UGM) melaksanakan
kajian bertajuk GRID (Governance Reform
in Indonesia’s Electricity Development to
Supportindonesia’s OECD Accession)dengan
penerima manfaat Kementerian Koordinator
(Kemenko) Bidang Perekonomian sebagai
Ketua Tim Nasional aksesi OECD.

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi
urgensi dan opsimodel pembentukan Badan
Pengatur Ketenagalistrikan (BPKTL) sebagai
regulator independen, menganalisis potensi
dampaknya dari sisi hukum, kelembagaan,
tata kelola, sosial-politik, dan ekonomi, serta
merumuskan rekomendasi kebijakan guna
mendukung reformasi sektorketenagalistrikan
dan percepatan transisi energi yang selaras
dengan konteks nasional. Adapun ruang
lingkup kajian mencakup evaluasi terhadap
berbagaiopsimodel kelembagaan BPKTL, baik
independenpenuh, semi-independen, maupun
berbasis kementerian, serta analisis terhadap
implikasiekonomi, sosial, danlingkungan dari
pembentukanregulator tersebut.
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Metodologi 2

Sebagaibagian dariproses aksesilndonesia ke OECD, penelitianinimendukung penyesuaian tata
kelola sektorketenagalistrikan dengan prinsip good regulatory governance sepertitransparansi,
akuntabilitas, dan independensi. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi model pembentukan
Badan Pengatur Ketenagalistrikan (BPKTL) yang paling relevan melalui cost-benefit analysis,
dengan memadukan analisis hukum, kelembagaan, tata kelola, sosial-politik, dan ekonomi.
Melalui FGD dan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, PLN, IPP,
asosiasiindustri, akademisi), studi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang komprehensif
dan sejalan dengan agendareformasi kelembagaan dalam kerangka aksesi OECD.
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Kondisi Tata Kelola 3
Ketenagalistrikan

Kerangka hukum sektor ketenagalistrikan Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang
(UU) 30/2009 tentang Ketenagalistrikan yang menjadi dasar pengaturan penyediaan tenaga
listrik, perizinan, tarif, serta peran BUMN, BUMD, koperasi, dan swasta.yang menjadi dasar bagi
pengaturan penyediaan tenaga listrik, perizinan, penetapan tarif, serta peran badan usaha
milik negara, daerah, koperasi, dan swasta. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui
sejumlah Peraturan Pemerintah (PP), antara lain PP 14/2012 (jo. PP 23/2014) tentang Kegiatan
Usaha PenyediaanTenaga Listrik, PP 42/2012 tentang Jual BeliTenaga Listrik Lintas Negara, dan

PP 62/2012 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

Kegiatan penyediaan tenaga listrik dilakukan
oleh badan usaha yang memiliki I1zin Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik Umum (IUPTLU)
atau Wilayah Usaha (Wilus), yang mana saat
ini PLN sebagaipemegang Wilus nasional dan
mengelola sebagian besar jaringan transmisi
dan distribusi. PLN memiliki peran ganda,
yakni sebagaipelakuusahayangberorientasi
komersial sekaligus pelaksana Public
Service Obligation (PSO) untuk memastikan
ketersediaanlistrik bagimasyarakat.Selain PLN,
sejumlah BUMD, koperasi, dan pelaku usaha
swastajuga berpartisipasi dalam penyediaan
listrik ditingkat daerah, sementaraIPP berperan
sebagai pengembang pembangkit yang
menjual listrik kepada PLN melalui perjanjianjual
belilistrik (Power Purchase Agreement/PPA).

Dalam ekosistem kelembagaan sektor
ketenagalistrikan, terdapat lima aktor
utama yang berperan strategis, yakni PLN,
Kementerian ESDM, Kementerian BUMN,
Kementerian Keuangan, dan Danantara.
PLN bertanggung jawab atas pengelolaan
pembangkitan, transmisi, dan distribusi,
penyusunan dan pelaksanaanRencanaUsaha
Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), pengadaan
proyek IPP, serta pelaksanaan penugasan
pemerintah. Kementerian ESDM menetapkan
kebijakan umum, menyusun Rencana Umum
Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), serta
mengatur perizinan dan pengawasan teknis.
Kementerian BUMN menjalankan fungsi
pembinaan danpengawasan strukturorganisasi
PLN sesuai dengan UU 1/2025, yang juga
mengatur pelimpahan sebagian kewenangan
pengelolaan investasi dan operasional PLN
kepadaDanantara. Sementaraitu, Kementerian
Keuanganberperan dalam pengaturan subsidi
listrik, kompensasi tarif, penyertaan modal
negara, dan jaminan pembiayaan proyek
strategis ketenagalistrikan.

13
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Tatakelola sektorketenagalistrikandilndonesia
masih menghadapi berbagai tantangan
struktural yang memerlukan pendekatan
reformasi menyeluruh. Tantangan tumpang
tindihregulasi, pengawasan, sertaketerbatasan
kapasitas keuangan PLN, menyoroti pentingnya
penyempurnaan tatakelola untuk menciptakan
regulasi yang konsisten, pengawasan yang
lebih independen, dan transparansi dalam
pengelolaan keuangan sektor.

Selain itu, perencanaan kebutuhan dan
penyediaan listrik perlu dioptimalkan.
Ketidaksesuaian antara proyeksi permintaan
dan pasokandisejumlah wilayah menunjukkan
perlunya peningkatan metodologi
perencanaan, integrasi data lintas sektor,
dan sistem monitoring yang lebih adaptif
agar proyek dapat dilaksanakan secara tepat
anggaran, tepat waktu, dan tepat mutu.
Pelaksanaan proyek pembangkit danjaringan
transmisi juga menghadapi tantangan pada
aspek birokrasi, perizinan, pendanaan, dan
koordinasi antarinstansi.

Untuk itu, dibutuhkan penguatan kepastian
hukum, peningkatan integritas pelaksanaan,
serta konsistensi terhadap rencana
pembangunanyangtertuang dalam RUPTL. Di
sisilain, potensienerginasional, terutama energi
baru terbarukan (EBT), masih memiliki ruang
pengembangan yang signifikan. Percepatan
proses perizinan, peningkatan efisiensi tata
kelola sumber daya, dan pembangunan
infrastruktur strategis seperti Super Grid
Nusantara menjadi langkah kunci untuk
memperkuatintegrasisistem ketenagalistrikan
nasional dan mendorong percepatan transisi
energi.
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Koordinasiantara perencanaanditingkat pusat,
daerah, dan antar-kementerian/lembaga
perlu untuk ditingkatkan guna memastikan
pembangunaninfrastrukturketenagalistrikan
sejalan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Reformasi birokrasi dibutuhkan agar dapat
mendorong penyelarasan perencanaan
melalui pengembangan platform terpadu
yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah
daerah, PLN, dan mitra swasta.

Struktur tarif listrik dan skema subsidi juga
perludiarahkan menuju mekanisme yanglebih
efisien gunamenjaga keberlanjutanfiskal serta
mendukungkinerja keuangan PLN. Mekanisme
yang lebih transparan, berkeadilan, dan
berbasis biaya keekonomian dapat membantu
menciptakan sistem tarif yang berkelanjutan
sekaligus memperkuat stabilitas keuangan
sektor. Penyesuaian kebijakan subsidi yang
lebih tepat sasaran—khususnya bagi rumah
tangga berpenghasilan rendah—serta
pemberian insentif bagi efisiensi energi dan
pemanfaatan EBT akan menjadilangkah penting
menuju sistem yang lebih adil dan efisien.

Sementaraitu, partisipasi sektor swasta dalam
pengembangan EBT juga masih terbatas
pada birokrasi yang kompleks, inkonsistensi
kepastian hukum, dan keterbatasan akses
pembiayaan. Dengan demikian, reformasi
kelembagaan dan penguatan iklim investasi
melalui skema kemitraan publik-swasta yang
transparandanberbasis kontrakjangka panjang
diharapkan dapat menciptakan ekosistemyang
lebih kondusif bagi pertumbuhaninvestasihijau
dilndonesia.

2025

Kesiapan sumber daya manusia (SDM)
menjadi salah satu faktor kunci dalam
mendukung keberhasilan transformasi sektor
ketenagalistrikan. Saatini, kompetensitenaga
kerjamasih berfokus padateknologiberbasis
fosil, sehingga perlu adanya penguatan
kapasitas dibidang teknologienergiterbarukan
dandigitalisasi sistem kelistrikan.

Di sisi lain, kapasitas industri nasional dalam
mendukung pengembangan teknologi dan
infrastruktur transisi energi masih terbatas,
khususnya pada rantai pasok strategis
seperti produksi panel surya, turbin angin,
baterai, jaringan kabel laut, dan smart grid.
Reformasi kebijakan industrialisasi hijau,
transferteknologi, sertainsentif untukriset dan
pengembanganakan berperan penting dalam
memperkuat Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN), meningkatkan daya saing industri,
dan mengurangi ketergantungan terhadap
impor. Dukunganregulasiyang kuat, kepastian
pasar, sertakolaborasiantara pemerintah, PLN,
swasta, dan lembaga pembiayaan menjadi
faktor krusial untuk mewujudkan ekosistem
industri energi yang efisien, transparan, dan
berkelanjutan dilndonesia.

15
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Benchmark Praktik
Internasional

Untuk memperkuat hasil analisis, tim kajian melakukan benchmarking terhadap praktik
kelembagaan regulator ketenagalistrikan di tujuh negara, yaitu Thailand, Meksiko, Filipina,
Vietnam, Korea Selatan, Spanyol, dan Malaysia (Lampiran1). Analisis ini berfokus pada tingkat
independensi lembaga, fungsi utama yang dijalankan, serta keterkaitannya dengan struktur
pasardanagenda transisi energidimasing-masing negara. Hasil perbandingan menunjukkan
adanyavariasidesain kelembagaan; beberapanegara menempatkanregulator sebagai otoritas
independen, sementara yang lain memberikan otonomi terbatas atau menempatkan fungsi

regulasi dibawah kementerian teknis.

Spanyol melalui CNMC dan Filipina melalui
ERC merepresentasikan model regulator
dengantingkatindependensipenuh. Keduanya
memiliki otonomikelembagaan, keuangan, dan
teknis; bertanggung jawab langsung kepada
parlemen atau publik; serta menerapkan
mekanisme seleksi komisioneryangtransparan
dengan masa jabatan tetap. Sementara itu,
Thailand (ERC), Meksiko (CRE), dan Malaysia
(EC) menunjukkan pola semi-independenyang
mana regulator memiliki mandat teknis yang
kuat—meliputi penetapan metodologi tarif,
pemberian lisensi, dan pengawasan pasar—
namun tetap beroperasi dalam kerangka
kebijakan pemerintah. Adapun Vietnam (ERAV)
dan Korea Selatan (KOREC) menempatkan
fungsiregulasisebagaibagiandarikementerian
teknis dengan fokus utama pada peran teknis
danadvisory. Dalam halini, keputusan strategis
sepertipenetapantarif danarah pasarberada
pada kewenangan eksekutif.

Di seluruh negara yang  dikaji, mandat
regulator umumnya mencakup peran
strategis dalam mendukung transisi
energi. Hal ini meliputi pemberian insentif
dan kemudahan akses jaringan bagi
pengembang EBT, penerapan mekanisme
pasar dan skema net energy metering, serta
penyesuaian metodologitarif dan penguatan
digitalisasi sistem ketenagalistrikan. Tingkat
independensiregulatorjuga terlihat beriringan
dengan konfigurasi pasar. Negara yang
memiliki regulator independen cenderung
mengembangkan pasar listrik yang lebih
terbuka dan kompetitif, sementara negara
dengan regulator di bawah kementerian
umumnya mempertahankan struktur tatakelola
yang lebih terpusat dengan ruang kompetisi
terbatas pada segmen tertentu.
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Analisa Kebutuhan Badan 5
Pengatur Ketenagalistrikan

Keberadaanregulatorindependen memegang peran strategis dalam menjaga efisiensipasar
dan stabilitas kebijakan publik di sektor ketenagalistrikan. Pemisahan fungsi pengaturan dari
fungsi operasional pemerintah memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih objektif,
berbasis analisis teknis, dan konsisten dengan prinsip tata kelolayang baik. Pendekataniniturut
menghindaridistorsipasar, nemperkuat kepercayaaninvestor,dan meningkatkan kredibilitas

kebijakan di mata publik.

Regulator independen berperan penting
dalammenjaga agarpengambilankeputusan
di sektor energi tetap konsisten dan
tidak terpengaruh oleh dinamika politik
jangka pendek, termasuk kebijakan tarif
yang bersifat sementara atau populistik.
Keberadaan lembaga ini membantu
memastikan terciptanya kesetaraan bagi
seluruh pelaku usaha, baik BUMN maupun
swasta. Melalui sistem seleksiberbasis merit
danotonomianggaran,regulatorindependen
dapat diisi oleh tenaga profesional yang
memiliki kapasitas teknis dan integritas
tinggi. Struktur seperti ini memungkinkan
perumusankebijakanyang berbasis datadan
analisismendalam, sekaligus meminimalkan
risiko regulatory capture maupunintervensi
dari kepentingan politik atau ekonomi
tertentu.

Dalam konteks Indonesia, pengalaman pasca-
Reformasi 1998 menunjukkan pentingnya
lembaga independen sebagai instrumen
negarauntuk menjagatatakelola dankeadilan
pasar. Pembentukanlembaga seperti Otoritas
JasaKeuangan (OJK)dan KPPU menjadicontoh
keberhasilan penerapan model regulator
independendisektorkeuangan danekonomi.
Prinsip seruparelevan diterapkan pada sektor
ketenagalistrikan, sejalan dengan amanat Pasal
33UUD1945,yangmenegaskan perannegara
dalam menguasai cabang-cabang produksi
penting bagi kemakmuran rakyat. Melalui
pembentukan regulatorindependen, negara
dapat tetap mengarahkan kebijakan publik
melalui lembaga yang netral dan profesional
tanpa harus terlibat langsung sebagai pelaku
usaha.

Secarahukum, badan pengaturindependen dapat dibentuk melaluiundang-undang dandiberi
kewenanganuntuk mengatur sertamengawasi sektortertentuatas namanegara. Istilah “badan
pengatur” yang sering digunakan di Indonesia menegaskan bahwa lembaga ini merupakan
organ negara yang menjalankan fungsi regulasi secara independen, namun tetap akuntabel
kepada publik. Dengan desain kelembagaanyang tepat, regulatorindependen dapat menjadi
instrumen efektif bagi negara untuk menjalankan amanat konstitusi, menjaga keberlanjutan
layanan publik, serta menyeimbangkan kepentingan sosial dengan efisiensi ekonomi.
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Berdasarkan hasilwawancaradenganberbagai
pemangku kepentingan, ditemukan berbagai
pandangan yang mencakup dukungan,
masukan, danperhatianterhadap pembentukan
BPKTL.Temuan ini menjadi landasan penting
dalam merumuskan desain kelembagaan,
fungsi, dan kewenangan BPKTL ke depan.

Sebagian besar pihak, termasuk Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas,
KPPU, dankalangan akademisi,menyampaikan
dukungankuat terhadap pembentukan BPKTL
sebagailembagaindependen diluar struktur
kementerian. Langkah ini dinilai penting
untuk memperjelas pemisahan antara fungsi
pengaturan dan operasional yang selama ini
terpusat di PLN. Pemisahan fungsi tersebut
diyakini dapat meningkatkan efisiensi,
memperkuat akuntabilitas, serta mendorong
terciptanya pasar ketenagalistrikan yang
berdaya saing.

Menurut Kemenko Perekonomian dan
Bappenas, keberadaanregulatorindependen
dinilaidapat membantu mengatasifragmentasi
kelembagaan serta memperkuat koordinasi
lintas sektor. BPKTL diharapkan berperan
dalam menetapkan tarif listrik dan kebijakan
pasarsecaraobjektif dantransparan, sekaligus
memastikankualitaslayanan, keandalan sistem,
serta terciptanya iklim usaha yang sehat dan
kompetitif. Selain itu, KPPU menekankan
pentingnya BPKTL untuk memperkuat
pengawasan terhadap struktur pasar dan
danmemastikan praktik persainganyang adil,
sehingga mendorong pengembangan EBT
dan memberikan manfaat yang optimal bagi
konsumen.

2025

Namun demikian, PLN menyampaikan sejumlah
perhatian terkait potensi tumpang tindih
kewenangan dan koordinasi antar lembaga,
khususnya dengan Kementerian ESDM dan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan/DJK,
sertakemungkinanmeningkatnya kompleksitas
koordinasi dan risiko fiskal. PLN juga
menekankan pentingnya mempertimbangkan
dinamika politik dan kondisi fiskal nasional
dalam perancangan reformasi tarif, yang
mana hal ini perlu diantisipasi dalam desain
kewenangan BPKTL.

Parapemangkukepentinganjuga menekankan
pentingnya peran BPKTL dalam memperkuat
transparansi dan tata kelola sektor
ketenagalistrikan. Lembaga ini diharapkan
dapat menjalankan fungsi pengawasan
terhadap pembangkit, transmisi, dan distribusi
listrik secaralebihterintegrasi, sertamendorong
koordinasi yang efektif antar lembaga—
khususnya antara Kementerian ESDM, PLN,
Kementerian Keuangan, dan pemerintah
daerah—guna memastikan kebijakan energi
nasional berjalan secara konsisten dan
berkelanjutan.

19
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Meskipun terdapat sejumlahrisiko dan tantangan, mayoritas pemangku kepentingan menilai
bahwa pembentukan BPKTL merupakan langkah strategis untuk memperkuat transparansi,
efisiensi, dan daya saing sektor ketenagalistrikan nasional. Agar berfungsi secara efektif, BPKTL
disarankan dibentuk sebagailembagaindependenyangbertanggungjawab langsung kepada
Presiden, dengan otonomikelembagaan (teknis danregulatif) dan keuanganyangkuat. Proses
seleksi kepemimpinan perlu dirancang secara terbuka dan berbasis merit untuk memastikan
integritas, profesionalisme, serta menjagaindependensilembaga dari potensi pengaruh politik
jangka pendek. Untukitu, pembentukan BPKTL perlu diikutidengan penyesuaian terhadap UU
Ketenagalistrikan besertaregulasiturunannya, sehingga kedudukan dankewenanganlembaga
inimemilikilegitimasi hukum yang kuat dan jelas.

Adapunrancangan usulan kewenangan BPKTL mencakup empat aspek utama berikut:

a Perencanaan pengembangan sektor ketenagalistrikan, termasuk koordinasi RUPTL
dan proyeksi kebutuhan energinasional.

b Perhitungan dan penetapan tarif, meliputi Biaya Pokok Produksi (BPP), tarif pembangkit,
Tarif Dasar Listrik (TDL), serta wilayah usaha.

c Pengawasan performa korporasi, khususnya terhadap PLN dan badan usaha
ketenagalistrikanlainnya.

d Pelaksanaan fungsipelayanan publik (PSO)untuk menjamin akses listrik yang adil dan
berkelanjutan.
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Analisa Biaya dan Manfaat
Pembentukan BPKTL

Manfaat pembentukan BPKTL sebagairegulatorindependen diperkirakan akan memberikan
dorongan signifikan bagi peningkatan daya saing sektor ketenagalistrikan dan perekonomian
nasional secara keseluruhan. Dengan pemisahan fungsi pengaturan dari operator, pasar

diharapkan dapat beroperasilebih efisien.

Penerapan desain lelang yang terbuka dan
akuntabelberpotensimenekan BPP, sementara
peningkatan efisiensi operasional—melalui
pengurangan losses, perbaikan heat-rate,
optimalisasi biaya operasi dan pemeliharaan
(O&M), sertapeningkatan Equivalent Availability
Factor(EAF)—dapat menurunkanbiaya sistem
tanpamengurangitingkatkeandalan. Kepastian
regulasi, kontrak yang lebih bankable, dan
akses jaringan yang jelas juga diharapkan
dapat menurunkanrisiko investasi (Weighted
Average Cost of Capital/WACC), mempercepat
penutupan pembiayaan, serta memperluas
partisipasi investor. Pada saat yang sama,
konsumen merasakan layananyanglebihandal
dengan durasi/frekuensi pemadaman yang
menurun, proses penyambungan baru yang
lebih cepat, serta struktur tarif yang lebih adil
sehingga mengurangidistorsibeban silang.

Semua manfaat ini didukung oleh perbaikan
tata kelola, melalui pengadaan jaringan
berbasis e-procurement yang transparan,
peningkatan kepatuhan penagihan, dan
percepatan penyelesaian proyek akan
membantu menekan biaya konstruksi dan
bunga selama masa pembangunan. Dalam
konteks transisi energi, kehadiran BPKTL juga
berpotensi menjadi katalis bagi peningkatan
kapasitas EBT, pembaruan grid code dan
mekanisme fleksibilitas sistem, sehingga
tambahan produksi energi bersih dapat
menghemat bahan bakarfosildan menurunkan
emisi. Ringkasankomponen biaya dan manfaat
yang menjadi dasar perhitungan analisis
ekonomi disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Komponen Biaya dan Manfaat dalam Pembentukan BPKTL.

Aspek Komponen

Manfaat

Ekonomi Efisiensi pasar, investasi swasta
Sosial Perlindungan konsumen, kestabilan tarif
Lingkungan Transisi energi, pengurangan emisi karbon
TataKelola Transparansi, akuntabilitas regulasi

Biaya
Kelembagaan Biaya pembentukan regulator (kantor, SDM,

hukum)
Operasional Biaya tahunan operasional regulator (gaiji,

rutin) biaya konsultan, biaya sosialisasi

Koordinasi Antar-Lembaga Harmonisasikewenangan, rapat koordinasi
Transisi Sistem Internal Restrukturisasiinternal PLN dan kementerian
Sosial-Ekonomi Akibat Ketidakpastian kebijakan, resistensi internal,
Disrupsi Awal tarif

Berdasarkan perhitungan keekonomian, padahorizon 10 tahun dengan diskontorriil 8%, manfaat
tahunan agregat diperkirakan sekitar Rp21,61 triliun, yang jika didiskontokan memberikan nilai
kinibersih (Net Present Value/NPV) manfaat sekitar Rp145,1 triliun. Disisilain, komponen biaya—
meliputibiaya pembentukan awal, operasional tahunan, koordinasilintas lembaga, penyesuaian
sistem, dan disrupsi awal—berkontribusi jauh lebih kecil, dengan NPV sekitar Rp2,35 triliun.
Selisihantaramanfaat danbiaya tersebut menghasilkan manfaat bersih sekitar Rp142,7 triliun,
dengan rasio manfaat-biaya (Benefit-Cost Ratio/BCR) mendekati 61,7 kali. Bahkan dalam uji
sensitivitas dengan asumsi peningkatan biaya, nilai BCR tetap berada pada kisaran 52-76 kali,
menunjukkan tingkat kelayakan ekonomiyang sangat kuat.

www.purnomoyusgiantorocenter.org 23
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Kesimpulan dan Rekomendasi /

Pembentukan Badan Pengatur Ketenagalistrikan (BPKTL) merupakan langkah strategis untuk
menjawab kompleksitas tata kelola sektor ketenagalistrikan. Keberadaan BPKTL diharapkan
dapat memperkuatintegritas tata kelola, meningkatkan efisiensi pasar, memperluas peluang
investasi, serta mempercepat transisimenuju energibersih.

Selain itu, pembentukan BPKTL juga akan
memperkuat posisi Indonesia dalam
penerapan prinsip-prinsip utama OECD,
seperti transparansi, keadilan pasar, dan
pemisahanfungsiantararegulator, pengawas,
dan operator. Langkah ini menjadi semakin
penting untuk mengantisipasi peningkatan
signifikan konsumsi listrik seiring upaya
mencapai Indonesia Emas 2045 dan target
Net Zero Emission(NZE) 2060 ataulebih cepat.

Untuk itu, pemerintah didorong untuk segera
merumuskandanmembentuk Badan Pengatur
Ketenagalistrikan (BPKTL) yang bersifat
independen, transparan, dan akuntabel untuk
memperkuattatakelolasektorketenagalistrikan
nasional. Pembentukanlembagainidiharapkan
dapat memisahkan fungsi pengaturan dari
operasional, meningkatkan efisiensi pasar, dan
memperkuat kepercayaan investor terhadap
sektorketenagalistrikan Indonesia.
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Langkah awal
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yang perlu dilakukan adalah penyesuaian regulasi dan peraturan
perundang-undangan, termasuk revisi terhadap Undang-Undang
Ketenagalistrikan dan harmonisasi regulasi lintas sektor, agar BPKTL
memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak terjadi tumpang tindih
kewenangan.

Selanjutnya

diperlukan desain tatakelolayang efisien, transparan, dan partisipatif,
dimana strukturorganisasi dan mekanisme kerja BPKTL harus dirancang
untuk menjamin akuntabilitas publik sertabebas dariintervensipolitik.
Proses seleksi pimpinan sebaiknya berbasis merit dan integritas
profesional.

Ketiga

pemerintah perlu menyusun peta jalan transisi kelembagaan menuju
pembentukan regulatorindependen, dengan membentuk task force
lintas kementerian untuk mengidentifikasi risiko dan merumuskan
strategiimplementasiyang terukur.

Keempat

pembentukan BPKTL harus selaras dengan proses aksesi OECD dan
agenda reformasi nasional agar mampu mendukung efisiensi pasar,
mempercepat transisi energi, dan berkontribusi terhadap pencapaian
target NZE 2060.

Terakhir

diperlukan mitigasi terhadap potensitantangan politik daninstitusional
melalui pembangunan konsensus dengan Kementerian ESDM,
KementerianBUMN, Kementerian Keuangan, PLN, DPR, serta pemangku
kepentingan lainnya. Pendekatan kolaboratif melalui dialog sosial,
focus group discussion (FGD), dan komunikasi publik menjadi kunci
untuk memastikan pembentukan BPKTL memperoleh legitimasi dan
dukunganyang kuat dari seluruh pihak.

www.purnomoyusgiantorocenter.org 27
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Thailand

Energy Regulatory
Commission (ERC)

Energy Industry Act, B.E.

2550 (2007).

Tidak secara eksplisit
disebut “independen”
dalam UU, namun
berfungsiterpisah dari
pembuat kebijakan
dan operator.

Lampiran

Matriks Benchmarking Negara

Meksiko

NamaRegulator

Comision Reguladorade

Energia (CRE)

Dasar Pembentukan

Ley dela Comision
Reguladora de Energia,
yang disahkan oleh
Kongres Meksiko

Independen/Tidak Independen

Ya, UU menyatakan
CRE sebagaibadan
“teknis, operasional,
danmanajemenyang
otonom” dengan
independensi
anggaran. Sampai
2023, CRE merupakan
regulator energi
independen. Sejak
2024 menjadidi
bawah Kementerian
Energi.

Filipina

Energy Regulatory
Commission (ERC) -
dibentuk oleh

Electric Power Industry
Reform Act (EPIRA, Republic
Act No. 9136/2001).

Ya, EPIRA secarategas
menyatakan ERC
sebagaibadanregulator
“independen dan kuasi-
yudisial”. ERC memiliki
jaminan otonomi fiskal
dan keamananjabatan
dalam UU. Bertanggung
jawab ke Presiden melalui
Kementerian Energi.
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Lampiranl

Matriks Benchmarking Negara

Spanyol

NamaRegulator

Vietnam Korea Selatan
Cdaquanbiéu M7|9|1213] (Korean

tiét Diénluc Viét Electricity
Nam (Electricity Commission -
Regulatory KOREC)
Authority of

Vietnam - ERAV)

Comisién Nacional
delos Mercados
ylaCompetencia
(CNMCQC)

Dasar Pembentukan

Keputusan
Perdana Menteri
No.258/2005/

Electric Utility Act,
beradadidalam
Kementerian

QD-TTg, sebagai Perdagangan,
mandat dari UU Industri, dan Energi
Listrik 2004. (MOTIE).

Ley 3/2013 (UU
3/2013). CNMC
menggantikan
Comision Nacional
de Energia (CNE)
yang sebelumnya
khusus energi.

Independen/Tidak Independen

Tidakindependen
secara hukum;
ERAV adalah

unit dibawah
Kementerian
Perindustrian dan
Perdagangan
(MOIT). Bertatus
sebagaibadan
pemerintah

yang membantu
Menteri.

Tidakindependen;
KOREC hanyalah
komisi dibawah
kementerian
(MOTIE). Tidak ada
badanregulator
listrik terpisah yang
independendiKorea
Selatan.

Ya, CNMC adalah
otoritasindependen
yang secara

hukum terpisah
dari Pemerintah,
memiliki otonomi
organisasional dan
fungsional penuh,
sertabebas dari
instruksi eksekutif
atau kepentingan
industri. (Diawasi
hanya melalui
mekanisme yudisial
dan akuntabilitas ke
parlemen).

2025

(MEIEVAIE]

Suruhanjaya
Tenaga (ST)/Enerqi
Comission (EC)

Energy Comission
Act2001(Act 610)

Beradadibawah
Kementerian, namun
memiliki otoritas
teknis dan proses
regulasi sendiri.

www.purnomoyusgiantorocenter.org
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Thailand

Relatif: mandiri
struktur, tapi patuh arah
pemerintah

Tarif, lisensi, pengawasan
pasar, perlindungan
konsumen, regulasilistrik
dan gas, pengembangan
energiterbarukan

Kompetitif terbatas
yang didominasi BUMN,
tapiperan swasta
dimungkinkan

Meksiko

Spektrum Independensi

Sedang-> Lemah: potensi
hilangindependensike
depan

Fungsi Utama Regulator

Tarif, izinusaha, mengatur
akses, monitorlayanan,
penyediaan data
danlaporan pubilik,
pengawasan pasar listrik
dangas

Struktur Pasar Listrik

Pasar kompetitif dibuka
pasca-reformasi,
dengan dominasiBUMN
sertapemisahanantara
pembangkit, transmisi,
dandistribusi.

Reformasi 2024 akanre-
nasionalisasi.

Filipina

Relatif-Kuat: Independen
secarakelembagaan &
keuangan

Tarif, lisensi, pengawasan
pasar, penyelesaian
sengketa, penyusunan
regulasi

Unbundling; kompetitif
penuh dipembangkitan;

distribusi oleh private; tidak

adaBUMN dominan.

Terdapat pasar listrik
grosir (transaksilangsung
pembangkit - distributor)
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Vietnam

Lemah: Regulator
adalah unit dalam
kementerian

Rekomendasi
tarif, lisensi,
penyusunan
aturan teknis

Monopolivertikal
BUMN (EVN);
pasar listrik
sedang dibuka
bertahap

Korea Selatan

Spanyol

Spektrum Independensi

Lemah: Regulator
subordinat
kementerian

Kuat: Independen
hukum,
kelembagaan, dan
fiskal

Fungsi Utama Regulator

Pemberianlisensi,
pengawasan teknis,
advisory untuk tarif &
pasar, penyelesaian
sengketa

Regulasi tarif
jaringan,
pengawasan pasar,
perlindungan
konsumen,
penyelesaian
sengketa,
interkoneksi (jual-
beli) listrik Eropa

Struktur Pasar Listrik

MonopoliKEPCO
ditranmisidan
distribusi; pasar
grosir semi-
kompetitif

Unbundling;
kompetitif penuh
sejak 2009. Struktur
pasarmencakup
pembangkit,
transmisi, distribusi,
danritel. TSO (Red
Eléctrica)tetap
dikuasainegara.

2025

(MEEVAE

Lemah: Regulator
subordinat
kementerian

Penerapan
Incentive-Based
Regulation (IBR)
untuk tarif, transmisi,
pembangkitan,
teknis keselamatan

Monopoliwilayah
dengan kompetisi
terbatas di
pembangkit dengan
model single buyer.

www.purnomoyusgiantorocenter.org
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Thailand Meksiko Filipina

Struktur Hukum & Pengangkatan

Ketua dan 6 komisioner Komisioner diangkat 1Ketua + 4 anggota
diangkat Raja atas Presidendengan diangkat Presiden, jabatan
rekomendasipemerintah.  persetujuan Senat. CRE 7 tahuntetap, tidak dapat
Tidak berada dibawah semula otonom, tapi diangkatulang. Hanya bisa
kementerian. reformasi 2024 akan diberhentikan just cause.

melebur ke kementerian.

Hubungan dengan Pemerintah

Harus mengikuti CRE semi-independen, ERC bukanbagian dari
kebijakan NEPC (otoritas namun akan dibubarkan DOE; kebijakan ditetapkan
energinasional); tidak & dibawah Comision DOE, tapiregulator bekerja
bebas sepenuhnya. Nacional de Energia mandiri.

(CNE) di SENER.

Pendanaan
Dari APBN melalui Otonomi teknis & Dialokasikan dari APBN &
lembaga negara (Office anggaran (sebelum dicairkan otomatis.

of ERC). 2024).

32



Vietnam

Direkturdi
bawah struktur
MOIT, diangkat
& diberhentikan
oleh Menteri/PM.
Bukan entitas
terpisah.

Sepenuhnya di
bawah MOIT,
hanya menyiapkan
regulasidan
rekomendasi;
keputusan
utamaditangan
pemerintah pusat.

Darianggaran
MOIT.

Korea Selatan

Spanyol

Struktur Hukum & Pengangkatan

Ketua & anggota
ditunjuk Menteri;
tidak adamasa
jabatan tetap.
Anggotadariinstansi
pemerintah.

Dewan CNMC (10
anggota) diangkat
Pemerintah, disetujui
Parlemen. Jabatan
tunggal 6 tahun.

Hubungan dengan Pemerintah

Dibawah struktur
dan persetujuan
MOTIE; keputusan
butuhrestu/
pelaksanaanoleh
kementerian.

Tidak dibawah
kementerian; setara
lembaganegara
independen.
Koordinasi kebijakan
dengan kementerian
tetap diperlukan.

Pendanaan
Staf & anggarandari  APBN dengan
MOTIE. otonomi

penggunaan +iuran
sektor.

2025

Malaysia

Anggota Komisi
(Chairmandan
Commissioners)
diangkat oleh
Menteriyang
membidangienergi
danbertanggung
jawab kepada
pemerintah.

Berada dibawah
Kementerian

APBN

www.purnomoyusgiantorocenter.org
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Thailand Meksiko Filipina

Pandangan kepada Energi Terbarukan

Salah satu pilarutama Integrasi pembangkit Mendukung pelaksanaan

dalamrencana ERC 2023- ETke sistem RE Act, penyempurnaan

2027 ketenagalistrikan tarif bersih, dan
pengembangan pasar
listrik grosir
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Vietnam LCICERIELET) Spanyol

Pandangan kepada Energi Terbarukan

RevisiUU Fokus padaintegrasi Pemberianinsentif
Kelistrikan, skema  sistemuntuk & aksesjaringan
DPPA dan FiT, mengakomodasiET, untukintegrasiET.
dukungan pasar integrasisistemlistrik Pengembangan
grosir (VWEM), danETS ET, terutamayang
regulasigridRE berasal darisurya
dan BESS, target danair

RE>50% pada

2045 (PDP VII)

2025

Malaysia

Pembentukan
regulasiLSS,
rooftop PV,
bioenergy, NEM (net
energy metering),
EV charging,

dan MEPS untuk
efisiensi. linisiatif
Energy Exchange
Malaysia (ENEGEM)
gunamemperluas
perdagangan listrik
hijau.

www.purnomoyusgiantorocenter.org 3 5
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Lampiran2

Benchmarking Badan Lembaga Indonesia

Faktor BPHMIGAS BPJT ¥ OJK *-
Status Dibentuk Dibentuk Dibentuk
Kelembagaan berdasarkan UU berdasarkan berdasarkan UU
dan Dasar No. 22/2001 Permen PUPR No. 21/2011 (jo.
Hukum tentang Migas (dan No. 6/2023. UUNo.4/2023).
perubahannya) Merupakanlembaga Merupakan
dandiaturlebih nonstruktural lembaganegara
lanjut melalui PP dibawah dan independen,
No. 67/2002 (dan bertanggungjawab beradadiluar
perubahannya). kepada Menteri eksekutif dantidak
Merupakanlembaga PUPR(Pasal 3 bertanggungjawab
pemerintah yang Permen PUPR No. kepada menteri
independen dalam 6/2023). (Pasal 2 UU OJK).
pelaksanaan
tugasnya (Pasal 2 PP
No. 67/2002).
Fungsi/ Menetapkan Memberi Kewenangan penuh
Kewenangan alokasi BBM, tarif rekomendasi dalam pengaturan
pengangkutan kepadaMenterisoal danpengawasan
gas bumi, harga tarif tol, pelelangan, seluruh sektor
gasrumahtangga, pengawasanbadan  jasakeuangan

penyelesaian
sengketa, dan
memberikan hak
khusus (Pasal 4-5
PP No. 67/2002).

usahajalantol,

dll. Tidak punya
kewenangan
menetapkan secara
langsung (Pasal 6
Permen PUPR No.
6/2023).

(Pasal 6 UU OJK),
termasuk perizinan,
pengawasan
perilaku pasar,
sanksi, dan
pengembangan
sektor.
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Lampiran2

Benchmarking Badan Lembaga Indonesia

2025

Faktor BPHMIGAS :}: BPJT &0 OJK %
Sumber Dana operasional Tidak disebutkan Dibiayai APBN (Pasal
pendanaan berasal dari APBN sumber pendanaan 34 UU OJK).
dan pungutan/iuran khusus. Karena
daribadanusaha berada dibawah
migas (Pasal 5 hurufh  Kementerian,
PP No. 67/2002). kemungkinan besar
tergantung pada
APBN Kementerian
PUPR.
Pertanggung- Bertanggungjawab Kepaladan Anggota dewan
jawaban kepada presiden. anggotadiangkat, komisioner
Badan Pengatur diberhentikan, dan dipilih oleh DPR
memberikanlaporan  bertanggungjawab berdasarkan
kepada presiden kepada Menteri usulan presiden,

melalui Menteri ESDM
terkait hasil kinerja
secaraberkala (6
bulan) (Pasal 8 PP No.
67/2002)

PUPR. Mekanisme
pengawasaninternal
dilakukan oleh
Kepala BPJT (Pasal 3,
9,10 Permen PUPR
No. 6/2023).

setelah sebelumnya
dilakukan seleksi
oleh Panitia Seleksi
(Pasal TTUU OJK).

www.purnomoyusgiantorocenter.org
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Lampiran3

Usulan Desain Kelembagaan BPKTL dan Relasinya
dengan Pemangku Kepentingan Lainnya

Kewenangan

Keterangan Pemangku
Kepentingan Lain

Perencanaan Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan

RencanaUsaha Ketenagalistrikan Nasional KESDM:

(RUKN) Menetapkan

Key Performance KPllintas Menetapkan KESDM, Danantara,

Indicator (KPI) PT kementerian; KBUMN, Kemenkeu:

PLN 5 tahunan termasuk: rasio Koordinasidan
elektrifikasi; Mengusulkan

penurunan emisi;
capaian smart

grid dan prosumer
(producer-
consumer); dll, dsb.
Koordinasi termasuk
dengan Kementerian
Lingkungan Hidup.

Evaluasi PTPLN 5tahunandipilih Mengevaluasi, KESDM, Danantara,
berdasarkan KPI(5 | berdasarkan SOP Menetapkan sanksi KBUMN, Kemenkeu:
tahunan) DJK Koordinasi

Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)

Kapasitas dan PTPLN: Mengusulkan
Program di RUPTL KESDM: Menetapkan
Porsi PT PLN di PTPLN: Mengusulkan
RUPTL KESDM: Menetapkan
Danantara,
Kemenkeu:
Koordinasi
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Lampiran 3

2025

Usulan Desain Kelembagaan BPKTL dan Relasinya

dengan Pemangku Kepentingan Lainnya

Keterangan

Kewenangan

Pemangku
Kepentingan Lain

Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)

Penetapan KPI
RUPTL (tahunan)

Termasuk:
pertumbuhan EBT,
penurunanlosses,
danindikator teknis
lainnya

Menetapkan

KESDM, Danantara,
KBUMN,
Kemenkeu:
Koordinasi

Evaluasi KPIRUPTL
(tahunan)

Mengevaluasi,
Menetapkan sanksi

KESDM, Danantara,
KBUMN,
Kemenkeu:
Koordinasi

BPP Listrik, Tarif Pembangkit, Tarif Dasar Listrik, dan Wilayah Usaha

Perhitungan,
Penetapan, dan
CapaianTarget
BPP Listrik

Dihitung
berdasarkan
keandalan sistem,
lokasi dan kualitas
jaringan, serta variasi
jenis pembangkit

Verifikasi Usulan PT
PLN, Menetapkan,
Mengevaluasi

PTPLN:
Mengusulkan

KESDM: Koordinasi

Perhitungandan
Penetapan Tarif
Pembangkit
(hargayang
Dibayarkan PT
PLN kepada
pembangkit)

Dihitung
berdasarkan
keterbukaan
informasi PPA antara
IPPdan PTPLN

VerifikasiUsulan PT
PLN

PTPLN:
Mengusulkan

Bersama-sama,
BPKTL, KESDM,
dan KPPU:
Menetapkan

www.purnomoyusgiantorocenter.org
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Keterangan

Kewenangan

Pemangku
Kepentingan Lain

BPP Listrik, Tarif Pembangkit, Tarif Dasar Listrik, dan Wilayah Usaha

Perhitungan

dan Penetapan
Tarif Dasar Listrik
serta Kelompok
Pelanggan

Dihitung
berdasarkan BPP;
surveikredibel
(misal: BPS) tentang
kemampuan bayar
masyarakat; dan
Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial

VerifikasiUsulan PT
PLN

PTPLN: Usulan

Bersama-sama,
BPKTL, KESDM, dan
KPPU: Menetapkan

Penetapan Subsidi
dan Kompensasi

Dihitung
berdasarkan data
perhitungan BPP,
Tarif Pembangkit,
danTDL serta data
konsumesi listrik
pelanggan

VerifikasiUsulan PT
PLN

PTPLN: Usulan

Bersama-sama,
BPKTL, KESDM,

dan DPR melalui
mekanisme terbuka:
Menetapkan

Penetapan Wilayah
Usahadanlzin
Lainnya

Kualitas Pelayanan
Pelanggan

Mengawasi,
Mengevaluasi

Performa Korporasi

Dalam mengevaluasi,
menyelesaikan
sengketa, dan
menetapkan sanksi,
BPKTL berkoordinasi
denganBadan
Perlindungan
Konsumen Nasional
(BPKN), Ombudsman
Rl,danLembaga
Ombudsman Daerah

Mengevaluasi serta
Menyelesaikan
Sengketadan
Menetapkan Sanksi

KESDM: Menetapkan

PTPLN, Danantara:
Usulan

Bersama-sama,
BPKTL dan KESDM:
Koordinasidan
Menetapkan Sanksi
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Keterangan

2025

Kewenangan

Pemangku
Kepentingan Lain

BPP Listrik, Tarif Pembangkit, Tarif Dasar Listrik, dan Wilayah Usaha

Kualitas
Pelaksanaan PPA

Dalam mengevaluasi,
menyelesaikan
sengketa, dan

Mengevaluasi serta
Menyelesaikan
Sengketadan

PTPLN, Danantara:
Usulan

menetapkan sanksi, | Menetapkan Sanksi Bersama-sama,
BPKTL berkoordinasi BPKTL dan KESDM:
dengan BPKRI, Koordinasidan
KPPU, Kementerian Menetapkan Sanksi
Perdagangan, dan
Kementerian Hukum
Penetapan PTPLN:
Besaran CAPEX Mengusulkan
PLN Danantara:
Menetapkan
Penetapan PTPLN:
Besaran OPEXPLN Mengusulkan
Danantara:
Menetapkan

Revenue Model
danMargin

PTPLN, KBUMN:
Mengusulkan
ESDM:
Mengevaluasi
Kemenkeu:
Menetapkan

TargetKinerja
Manajemen PLN

PTPLN:
Mengusulkan
Danantara:
Menetapkan

www.purnomoyusgiantorocenter.org

41



Purnomo Yusgiantoro Center

Kewenangan

Keterangan

Pemangku
Kepentingan Lain

Pelaksanaan Fungsi Public Service Obligation

Program Listrik Mengawasi, PTPLN:
Pedesaan Mengevaluasi Mengusulkan
KESDM:
Menetapkan
Pendanaan PMN Mengawasi PTPLN:
Mengusulkan
KESDM:
Menetapkan
Penugasan Mengawasi, PTPLN:
Pemerintah Mengevaluasi Mengusulkan

KESDM, Kemenkeu:
Koordinasi

KBUMN:
Menetapkan
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Purnomo Yusgiantoro Center
L4 = |

Jalan Bulungan No. 22, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, Indonesia, 12130

T: +6221720 3917, +62 2127 933911
F: +622122775786 g

E: pyc@pycenter.org

www.purnomoyusgiantorocenter.org
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